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PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA
USAHA (PDPAU) KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Pergudangan dan Ancka
Usaha (PD PAU) Kota Samarinda, dalam upaya
peningkatan  pelayanan  dari  usaha  kepada
masyarakat dan lainnya, memerlukan dukungan
dana untuk operasional dan pengembangan jaringan
dan usaha;

b. bahwa untuk mendukung upaya tersebut dipandang
perlu untuk dilakukan penyertaan modal dengan
tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian
daerah, peningkatan PAD dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



Mengingat

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan
Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU)
Kota Samarinda.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 tentang Pernyataan Tidak
Berlakunya ~ Undang-Undang dan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2901);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4280);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan = Perundang-undangan
(Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) yang diubah kembali untuk kedua
kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor; 59



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1983  tentang Pedoman  Kerjasama  Antar
Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan
Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84



Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha
Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMARINDA

Menetapkan

Dan
WALIKOTA SAMARINDA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN
DAN ANEKA USAHA (PD PAU) KOTA
SAMARINDA



